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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Proses pada sistem peradilan pidana anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

Pengadilan Anak. Ketentuan ini dapat dikatakan merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang

hukum acara peradilan pidana anak dimana terdapat beberapa perbedaan dengan proses peradilan pidana

dengan orang dewasa. Salah satu perbedaan tersebut adalah adanya peran Balai Pemasyarakatan untuk

melakukan Penelitian Kemasyarakatan. Melalui Penelitian kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan

diharapkan mampu melindungi hak asasi anak yang melakukan tindak pidana.

 

Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi balai

pemasyarakatan dalam perlindungan hak asasi manusia pada sistem peradilan pidana anak, dan faktor-faktor

penghambat dalam proses tersebut. Pendekatan penelitian yang -dipakai adalah kualitatif dan peneliti

menganalisa data yang diperoleh secara induktif.

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana

anak belum mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan dalam beberapa

instrumen hak asasi manusia, yang pada dasamya menyebutkan bahwa proses hukum yang dilalui oleh

seorang anak yang melakukan tindak pidana harus didasarkan pada ketentuan hukum dan hanya dilakukan

sebagai upaya terakhir. Hal ini disebabkan karena adanya faktorfaktor penghambat pada balai

pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsinya dalam peradilan pidana anak. Hasil penelitian menyarankan

bahwa ketentuan yang mengatur tentang fungsi Balai Pemasyarakatan perlu direvisi; meningkatkan sumber

daya manusia; dan menjalin komunikasi yang lebih baik diantara aparat penegak hukum.

<hr><i><b>ABSTRACT</b><br>

The process of juvenile justice system based on Law Number 3 of the year 1997 on Juvenile Justice. This

rule is special regulation about juvenile justice procedures which has differences with adults. One of the

differences is the existence of Balai Pemasyarakatan to make social inquiry reports. Trough this report, the

functional officer at Balai Pemasyarakatan suppose to make efforts to protect the juveniles.

 

The focus of the research is to find out the functions of Balai Pemasyarakatan in human rights protection at

juvenile justice system, and the obstacles of that process. The method used in this research is qualitative and

the data analyze is inductive.

 

The results of the research show that the functions of Balai Pemasyarakatan in human rights protection at

juvenile justice system have not implemented the principles of human rights which state that all the process

at juvenile justice should based on the regulations and only applied as the last resort. This condition caused
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that Balai Pemasyarakatan meets the obstacles in the implementation of its functions. The research makes

suggestions to improve the functions of Balai Pemasyarakatan in human rights protection at juvenile justice

system. That are making revision of the regulations on function of Balai Pemasyarakatan; developing the

human resources; and having better communication between the law enforcement officials.</i>


